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         Negara Kesejahteraan (welfare state), yang berdasarkan definisi singkat adalah 
suatu negara, dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab menjamin 
standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Untuk mengkaji pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dalam 
perspektif prinsip negara kesejahteraan. (2) Untuk mengkaji  kendala-kendala 
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang 
Pajak Daerah dalam perspektif prinsip negara kesejahteraan.  
            Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-data 
atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan 
baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya 
yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum 
sekunder, pendekatan bersifat normatif (legal research). Pendekatan yuridis normatif 
yakni pendekatan yang dilakukan dalam bentuk mencari kebenaran dengan melihat 
asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan.   
           Hasil penelitian, (1) Pendapatan atau penerimaan dari sektor pajak Daerah 
merujuk pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 
tentang tentang Pajak Daerah diperoleh sebesar Rp. 74.656.813.000 (tujuh puluh 
empat milyar enam ratus lima puluh enam juta, delapan ratus tiga belas ribu rupiah). 
Mengalami peningkatan pada tahun 2019 yakni sebesar Rp. 76.550.464.000 (tujuh 
puluh enam milyar lima ratus lima puluh juta, empat ratus enam puluh empat ribu 
rupiah).  Jumlah peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah adalah sebesar Rp. 
1.893.651.000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta, enam ratus lima 
puluh satu ribu rupiah). Dalam persentase peningkatan tersebut sebesar 2,47% (dua 
koma empat puluh tujuh persen). (2) Kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Pajak Daerah dalam perspektif prinsip 
negara kesejahteraan antara lain faktor kendala teknis dalam bentuk kesiapan para 
Fiskus, dokumentasi tentang Subjek dan Obyek Pajak, sarana dan prasarana 
pendukung, persoalan internal obyek pajak (kesadaran, kesiapan waktu yang tepat).  
Upaya Pemerintah Kota Tegal dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak 
Daerah dalam intensifikasi pajak  meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan 
memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui sosialisasi 
dan berbagai media antara lain spanduk, dan papan himbauan serta siaran radio. 
Mengupayakan peningkatan kompetensi SDM aparatur. 
 
 







       Welfare state, which, based on a brief definition, is a country, where the 
government of the State is considered responsible for ensuring a minimum standard 
of living welfare for every citizen of his country.  This research aims to describe (1) 
to assess the implementation of the regional regulation of the city of Tegal number 2 
year 2019 about local tax in the perspective of State welfare principles. (2) To 
examine the constraints of implementing the district regulation of Tegal No. 2 year 
2019 about about local tax in the perspective of the welfare state principle.  
            This type of research is a library research of data or materials needed to 
complete the research derived from the literature of both journal books, literature, 
books, research reports, and others related to the problem. Data collection is obtained 
from secondary legal material, a normative approach (legal research). A normative 
juridical approach is the approach done in the form of finding the truth by looking at 
the principles in good terms of the legislation.   
           The results of the research, (1) Income or acceptance of the regional tax sector 
refers to the implementation of the regional regulation of the city of Tegal number 2 
year 2019 about the local tax obtained amounting to Rp. 74,656,813,000 (seventy 
four billion six hundred fifty six million, eight hundred thirteen thousand Rupiah). 
Increased in the year 2019 namely Rp. 76,550,464,000 (seventy six billion five 
hundred fifty million, four hundred sixty four thousand Rupiah).  The number of 
increased revenues from the local tax sector is Rp. 1,893,651,000 (one billion eight 
hundred ninety three million, six hundred and fifty One thousand Rupiah). In the 
percentage of the increase was 2.47% (two commas of forty seven percent). (2) 
Constraints on the implementation of the regional regulation of Tegal City Number 2 
year 2019 about about local tax in the perspective of the welfare state principle, 
among others, factors of technical constraints in the form of readiness of the Fiskus, 
documentation about the subject and object tax, support facilities and infrastructures, 
internal problems of the object of tax (awareness, readiness time is appropriate  The 
efforts of Tegal city government in implementing local regulations on local taxes in 
tax intensification increased taxpayer awareness by providing widest information to 
the public through socialization and various media, among others, banners, and 
signage and radio broadcasts. Strive for improvement of apparatus HR competence. 
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 Para pendiri negara (the founding fathers) bangsa Indonesia dalam 
merumuskan cita-cita benegara melalui UndangUndang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) membentuk negara 
kesejahteraan (welfare state). Pembukaan UUD 1945 menunjukkan niat 
membentuk negara kesejahteraan itu, "Pemerintah melindungi segenap bangsa 
dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa". Cita-cita negara kesejahteraan itu juga tercermin dalam Pasal 
27 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menyatakan, "setiap warga negara berhak atas pekeIjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan dan Pasal 31 Undang Undang Dasar (UUD) Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak tiap warga negara untuk 
mendapatkan pendidikan1.      
 Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai pasal implementatif dari 
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pengelo1aan kekayaan alam untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat serta fakir miskin dan anak terlantar dipelihara 
negara. Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan dengan system desentralisasi 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, konsekuensinya tidak akan 
                                                          
1 Yohanes Suhardi. Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan 
Mewujudkan Kesejahteraan Umum. Jurnai Hukum dan Pembangunan tahun ke-42 nomor 3  Juli-






memberikan implikasi erwujudan desentralisasi yang dapat memberikan dampak 
tidak positif terhadap kelangsungan kesatuan bangsa 2  
Tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan 
kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal 
tersebut tertera dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 
menyebutkan tujuan nasional yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) 
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jika 
mencermati tujuan nasional tersebut sesungguhnya dijiwai oleh sila-sila Pancasila 
sebagai dasar negara, khususnya sila kelima dan kedua yaitu "keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia" dan "kemanusiaan yang adil dan beradab".  
            Sila kelima Pancasila itu mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara 
kesejahteraan yang bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Di 
samping itu, di dalam Pancasila itu juga sudah terkandung jaminan akan hak asasi 
manusia (HAM) khususnya untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi 
(beradab) atau yang dikenal dengan sila kedua Pancasila yaitu "Kemanusiaan 
yang adil dan beradab". Siswono Yudo Husodo menyatakan "negara kita didesain 
sebagai Negara Kesejahteraan (welfare state), yang berdasarkan definisi singkat 
                                                          
            2 Murtir Jeddawi. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan, 





adalah suatu negara, dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab 
menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya"3.  
          Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan terpenuhinya kebutuhan hidup 
orang banyak seperti terpenuhinya kebutuhan sandang, papan, dan papan. Lebih 
luas lagi terpenuhinya sarana-prasarana kesehatan, pendidikan, gaji pegawai yang 
layak, peningkatan sarana dan prasarana jalan raya, sarana publik, kelangsungan 
hidup usaha-usaha kecil, menengah dan atas sampai pada stabilitas kemanan  
nasional, yang kesemuanya itu harus diikuti dengan penerimaan Negara yang 
harus meningkat setiap tahunnya untuk membiayai pembangunan nasional 
sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. 
          Salah satu factor utama diperolehnya penerimaan Negara untuk membiayai 
gaji para pegawai, membiayai sarana dan prasarana public adalah diperoleh dari 
pajak. Pasal 23 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur 
bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara 
diatur dengan  undang-undang, hal ini dimaksudkan bahwa negara tidak akan 
bertindak sewenang-wenang  ketika memungut sebagian kekayaan rakyat, 
sekalipun itu dipergunakan untuk kepentingan  rakyat. Hal ini juga dimaksudkan 
supaya rakyat tidak menganggap bahwa negara sebagai  pencuri, atau perampok 
karena mengambil kekeyaan rakyat tanpa persetujuan pemilik, bahkan dalam 
beberapa literatur dapat dijumpai pendapat: “No taxation without representation”; 
                                                          
3 Dannawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, Jakarta: 




Taxation without representation is robbery”. Untuk itu maka persetujuan rakyat 
sebagai pemilik kekayaan menjadi mutlak adanya.4   
         Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang dibagi atas daerah provisi 
dan kabupaten/kota dimana masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota 
didiami oleh orang dari berbagai suku, agama dan budaya serta bahasa dan adat 
istiadat yang berbeda-beda menjadi salah tantangan dalam mewujudkan hakikat 
peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah, yakni bahwa 
peraturan perundang-undangan (Perda) adalah pencerminan kehendak masyarakat.  
               Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai 
pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi 
fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam 
penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah.  
            Undang-undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. 
Tujuan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini antara lain sebagai 
berikut: 
1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan 
dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 
                                                          
4 Dyah Adriantini Sintha Dewi Implementasi  Pasal 23 A UUD Negara Republik Indonesia   




2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan 
penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. 
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah 
dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi 
daerah. 
Beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan 
dalam penyusunan Undang Undang  ini, yaitu: 
1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak 
terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.  
2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang 
ditetapkan dalam Undang-undang (Closed-List). 
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah 
dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-
undang. 
4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang 
tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah. 
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara 
preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan 
retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi 
Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.5 
          Menurut ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur bahwa Pajak itu 
ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu pemeritah  daerah wajib 
menetapkan peraturan daerah sebelum melaksanakan kewenangan pemungutan 
pajaknya. Peraturan Daerah (Perda) dipersyaratkan agar bertumpu atas 
kewenangan yang sah. Kewenangan dimaksud dapat diperoleh melalui tiga 
sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Bagi masyarakat kota Tegal, saat ini  
telah ada Peraturan Daerah Kota Tegal  Nomor   2  Tahun  2019  tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal  Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah.  
                                                          
    5 https://syukriy.wordpress.com/2009/10/17/pokok-pokok-pengaturan-undang-undang-pajak-
daerah-dan-retribusi-daerah diakses 21 Maret 2010 pk.11.00 
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          Suatu peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah Proses penyusunan peraturan 
daerah dimulai dari tahap penyiapan rancangan peraturan daerah (perda) yang 
merupakan proses penyusunan peraturan daerah di lingkungan DPRD dan 
lingkungan pemerindah daerah yang kemudian akan dibahas bersama di DPRD 
untuk mencapai kesepakatan guna mendapat persetujuan dari DPRD. Rancangan 
peraturan daerah (Raperda) tersebut akan dikirim oleh pimpinan DPRD kepada 
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan pengesahan6.  
         Peraturan Daerah Kota Tegal  Nomor   2  Tahun  2019  tentang tentang 
Pajak Daerah, selanjutnya akan dikaji lebih dalam untuk dijadikan judul penelitian 
yakni : “Analisis Yuridis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 
Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dalam Perspektif Prinsip Negara 
Kesejahteraan”.    
B. RumusanMasalah 
     Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Pajak Daerah dalam perspektif prinsip negara kesejahteraan? 
2. Apasajakah kendala-kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal 
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dalam perspektif prinsip negara 
kesejahteraan?  
C. TujuanPenelitian 
     Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
                                                          
           6 Rizal Djalil. Akuntabilitas Keuangan Daerah Implentasi Pasca Reformasi. Jakarta, Wahana 
Semesta Intermedia, 2014, hlm.370 
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1. Untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Pajak Daerah dalam perspektif prinsip negara kesejahteraan.. 
2. Untuk mengkaji  kendala-kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal 
Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Pajak Daerah dalam perspektif prinsip 
negara kesejahteraan. 
D. Manfaat Penelitian 
1.  Manfaat Teoritis 
      Secara teoritis, penilitian ini diharapkan dapat  mengembangkan ilmu 
hukum tata negara, khususnya mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dalam perspektif prinsip 
negara kesejahteraan. Adapun bagi penulis, penelitian ini merupakan realisasi 
hasil pemikiran yang berkaitan dengan hukum ketatanegaraan khususnya yang 
berkaitan dengan peraturan daerah, pajak daerah, dan walfare state (negara 
kesejahteraan), yang diperoleh selama masa aktif kuliah di fakultas hukum 
Universitas Pancasakti Tegal. 
2.  Manfaat Praktis 
          Secara praktis, penelitian inidapat dijadikan sebagai pedoman 
masyarakat dalam memahami pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal 
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal  
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam perspektif prinsip negara 
kesejahteraan. Adapun bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu 
pengetahuan praktis hasil pemikiran tentang berbagai hal yang berkaitan 
dengan peraturan daerah, pajak derah dan prinsip Negara Kesejahteraan 
(walfare state) dalam masyarakat di wilayah Kota Tegal . 
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E. Tinjauan Pustaka 
 Merujuk beberapa penelitian terkait dengan topik atau tema tersebut. Berikut 
ini penelitian yang terdahulu dan relevan adalah : 
1. Prihadi Mulyatno dan Martin Roestamy 7meneliti tentang  ‘Analisis Yuridis 
Peraturan Gubernur DKI Jakarta  Nomor 175 Tahun 2013 Terhadap 
Kesadaran Wajib Pajak’.  Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Peraturan 
Gubernur DKI Provinsi Jakarta Nomor 175 Tahun 2013 tentang penetapan 
NJOP PBB P2 Tahun 2014 berdampak hukum terhadap kesadaran dan daya 
bayar wajib pajak serta kewibawaan aparatur pemerintah; 2) Cara mengatasi 
permasalahan kesadaran dan kepatuhan serta daya bayar masyarakat wajib 
pajak dalam membayar pajak dapat diupayakan melalui terhadap 
kesadaran,dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak PBB P2 dan 
terhadap daya bayar masyarakat wajib pajak.  Persamaannya dengan 
penelitian (skripsi) yang akan dilakukan oleh penulis, pada dasarnya tentang 
pelaksanaan peraturan tentang pajak daerah. Adapun perbedaannya yakni pada 
tingkat kesadaran wajib pajak PBB perkotaan atas pembayaran pajak 
khusunya nilai jual objek pajak PBB. Sedangkan untuk penelitian yang 
penulis lakukan yakni peraturan pajak sebagai bagian dari pendapatan daerah 
kota Tegal, yang dikembalikan  untuk kesejahteraan seperti bantuan langsung 
tunai, pembangunan sarana public, dan sebagainya.  
                                                          
7 Prihadi Mulyatno dan Martin Roestamy Analisis Yuridis Peraturan Gubernur Dki Jakarta 
Nomor 175 Tahun 2013 Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 
Volume 8 Nomor 2, Oktober 2016 Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana 
Universitas Djuanda Bogor E-mail : magister.hukum@unida.ac.id  
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2. Aprilianita Khusnul A’in dan Budi Ispriyarso8 meneliti tentang  Analisis 
Yuridis Akibat Perubahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pajak Pusat 
Menjadi Pajak Daerah Terhadap Daerah Tertinggal (Studi di Kabupaten 
Situbondo Provinsi Jawa Timur)’, hasil penelitiannya adalah PBB merupakan 
pajak pusat yang hasil penerimaannya 90% untuk daerah, 10% untuk pusat 
kemudian dibagi ke daerah secara merata. Berlakunya UU Nomor 28 Tahun 
2009 tentang PDRD, maka PBB P2 menjadi pajak daerah dengan hasil 
penerimaan PBB P2 100% sebagai penerimaan daerah, dimana semua daerah 
diharuskan mandiri. Perubahan PBB P2 memudarkan semangat gotong-
royong sebagai falsafah negara Indonesia sehingga terjadi kesenjangan antar 
daerah. Persamaannya dengan penelitian (skripsi) yang akan dilakukan oleh 
penulis, pada dasarnya tentang pelaksanaan peraturan tentang pajak daerah. 
Adapun perbedaannya yakni pada tingkat perolehan dari wajib pajak PBB 
Perkotaan dan Perdesaan (P2). Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang 
penulis lakukan yakni peraturan pajak sebagai bagian dari pendapatan daerah 
kota Tegal yang akan digunakan atau akan dikembalikan kepada masyarakat 
untuk kesejahteraan khususnya pembangunan sarana dan prasarana public 
yang dapat dimanfaatkan masyarakat kota Tegal. Di samping itu peroleh 
pajaknya tidak hanya PBB, namun seluruh jenis pajak di daerah kota Tegal 
sebagai pendapat asli daerah (PAD).  
                                                          
             8Aprilianita Khusnul A’in dan  Budi Ispriyarso Analisis Yuridis Akibat Perubahan Pajak 
Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Terhadap Daerah Tertinggal 
(Studi Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur) Jurnal Law Reform Program Studi Magister 




3. Kadar Pamuji,9 meneliti tentang Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam 
Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi 
Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah 
Daerah). Hasil penelitiannya adalah  Pertama, Pemerintah Daerah sebagai 
pelaksana otonomi daerah memiliki keterbatasan wewenang dalam 
mengimpementasikan pengelolaan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dan harus tunduk pada aturan yang sudah ditentukan  oleh 
Pemerintah Pusat. Kedua, kurangnya kewenangan daerah dalam mengelola 
pajak daerah terlihat dengan adanya kewajiban evaluasi terhadap perda pajak 
daerah yang akan dibuat oleh pemerintah daerah. Ketiga, kebijakan 
Pengelolaan pajak daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat 
diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pengawasan preventif dan represif 
dan adanya keharusan bagi daerah untuk mengimplementasikan wewenang 
pengelolaan pajak daerah sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat 
mengindikasikan kebijakan pengelolaan pajak daerah belum menunjukan arah 
kepada pelaksanaan otonomi daerah yang sebenarnya. Persamaannya dengan 
penelitian (skripsi) yang akan dilakukan oleh penulis, pada dasarnya tentang 
pajak sebagai bagian dari pendapatan daerah yang akan digunakan atau akan 
dikembalikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan khususnya 
pembangunan sarana dan prasarana public yang dapat dimanfaatkan 
masyarakat. Di samping itu peroleh pajaknya dari seluruh jenis pajak sebagai 
                                                          
            9 Kadar Pamuji, Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh 
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah).Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September 2014. 





pendapat asli daerah (PAD). Perbedaannya pada kebijakan pengelolaan pajak 
dari Pusat yang belum menunjukan arah kepada pelaksanaan otonomi daerah 
yang sebenarnya. 
F. Metode Penelitian 
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 
menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 
terhadap fakta hukum terasebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan 
atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangutan.10  
 Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk 
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan 
mengadakan analisis dan konstruksi.11 Dalam kontek penelitian ini, maka metode 
penelitian dipahami sebagai cara kerja dalam kegiatan ilmiah yang berkaitan 
dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kota Tegal  Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
dalam perspektif prinsip negara kesejahteraan.   
1. Jenis Penelitian 
          Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) 
karena data-data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian 
                                                          
           10 Bambang Sunggono. Metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, 
hlm.112 
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 20 
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tersebut berasal dari kepustakaan baik berupa buku, jurnal, literature, buku, 
laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan 
yang diteliti yakni Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal  Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah dalam perspektif prinsip negara kesejahteraan.  
          Dalam penelitian hukum, secara umum dibedakan antara data yang 
diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang 
diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), 
sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data 
sekunder.12  Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. 
         Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari (a) 
Peraturan perundang-undangan, (b) bahan hukum yang tidak dikodifikasikan 
seperti hukum adat, (c) yurisprudensi, (d) traktat, dan sebagainya.  Bahan 
hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 
seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari 
kalangan hukum, dan sebagainya. Bahan hukum tertier yakni bahan yang 
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan 
seterusnya13.   
 
2. Pendekatan Penelitian 
         Menurut Bambang Waluyo metode pendekatan apa yang sekiranya akan 
diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Apakah menggunakan 
metode pendekatan yang bersifat normatif (legal research), atau menggunakan 
metode empiris (yuridis sosiologis), atau dapat juga menggunakan  gabungan 
                                                          
          12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Ibid. hlm. 12 
            13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Op cit hlm 13 
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antara kedua pendekatan tersebut.14   Dalam penelitian ini pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.  
          Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup (a) penelitian 
terhadap asas-asas hukum, (b) penelitian terhadap sistematik hukum, (c) 
penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (d) perbandingan 
hukum, (e) sejarah hukum.15 Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh 
gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar mengenai analisis yuridis 
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Tegal  Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
dalam perspektif prinsip negara kesejahteraan. 
3. Sumber Data 
         Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Data 
sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang 
kelengkapan data primer. Data sekunder terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer,  yang meliputi: 
1) Undang Undang Dasar  Tahun 1945 
2) Undang-Undang tentang Pajak 
3) Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah 
4) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kota Tegal  Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah. 
                                                          
           14 Bambang Waluyo. Op cit. hlm.17 
15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Op cit hlm 13-14 
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b. Bahan Hukum Sekunder,  yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang 
diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal, literature, buku, laporan 
penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti yakni Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal  Nomor 5 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah. 
4. Metode Pengumpulan Data 
         Dalam penelitian, secara umum dikenal metode pengumpulan data, 
artinya peneliti dapat melakukan penelitian apabila disertai dengan data. Data 
dipahami sebagai segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang 
dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian 
sesuatu.16 Adapun untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi 
dokumen atau studi pustaka, sedangkan data primer diperoleh dengan 
wawancara.  
        Wawancara  merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya 
atau pewawancara dengan si penjawab atau responden yang menggunakan alat 
dinamakan interview guide (panduan wawancara).17 Wawancara dilakukan 
terhadap orang-orang atau pejabat yang kompeten di bidang pajak daerah di 
Kota Tegal.  
                                                          
16 Marwan dan Jimmy. Kamus Hukum. Yogjakarta: Gama Press. 2009. hlm.151 
            17 Nazir. Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm.170 
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         Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan 
melalui data tertulis dengan mempergunakan conten analysis.18 Studi dokumen 
atau pustaka merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas itu sendiri, 
tujuannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. 
Apabila peneliti mengetahui apa yang dilakukan oleh peneliti lain, maka 
peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang mendalam dan lengkap.19   
5. Metode Analisis Data 
        Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah teknik 
analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.20        
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Kualitatif 
artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa kata-kata, 
digabungkan  dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh 
lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab sebagai 
berikut : 
Bab I     : Pendahuluan, yang meliputi tentang latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan   penelitian, manfaat   penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
                                                          
18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2014, hlm.21 
            19 Bambang Sunggono, Metode penelitian hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, 
hlm.112 
           20 Soerjono Soekanto Op Cit, hlm.280 
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Bab II   : Tinjauan Pustaka, berisi tentang peraturan daerah, Pajak Daerah, 
negara kesejahteraan 
Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini merupakan hasil 
penelitian dan pembahasan yang berisikan hasil penelitian serta 
pembahasan lainnya yang berkaitan dengan jawaban atas 
permasalahan-permasalahan yang dibuat 
Bab IV  : Penutup, terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dan saran yang 






















A. Tinjauan Umum Peraturan Daerah 
1. Proses Pembentukan Peraturan Daerah 
            Sebagai Negara Kesatuan yang mendasarkan pada Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek 
kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan 
termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk 
mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib, antara lain 
di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.  
          Tertib Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dirintis sejak 
saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk 
peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan 
yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, 
teknik penyusunan serta pemberlakuannya.21 
          Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata 
“proses” yaitu (a) urutan kejadian dalam perkembangan sesuatu, (b) rangkaian 
tindakan, pembuatan, atau pengolahan suatu produk, (c) perkara dalam 
pengadilan.22 Kata “pembentukan” berasal dari kata dasar “bentuk”. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, pembuatan, cara membentuk 
kabinet baru mendapat tantangan dari pihak oposisi. Dipandang dari sudut 
                                                          
21 Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009  hlm. 133 
22 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit, hlm. 791 
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pembentuk peraturan perundang-undangan, melihat hukum sebagai alat untuk 
mengatur masyarakat.  
            Tujuan pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil 
apabila ia sampai pada tingkat tertentu memerhatikan asas-asas yang 
diambilnya dalam principles of legality23, yaitu:  
a. Tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat ad 
hoc; 
b. Peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan; 
c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang 
demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk 
menjadi pedoman tingkah laku; 
d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti; 
e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang 
bertentangan satu sama lain; 
f. Peraturan-Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa 
yang dapat dilakukan;  
g. Peraturan-Peraturan harus tetap, tidak boleh terdapat pertentangan satu 
sama lain;  
h. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum 
dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.  
 
2. Azas Pembentukan Peraturan Daerah 
          Hamid S. Attamimi dalam bukunya yang berjudul Hukum tentang 
peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (hukum tata Negara) 
sebagaimana telah dikutip oleh Hamzah Halim, menyebutkan bahwa suatu 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas-
asas pembentukan peraturan yang baik terdiri dari asas formal dan materiil 
sebagai berikut24:  
 
a. Asas-asas formal dengan rincian:  
                                                          
23 Lon L. Fuller, The Morality of Law, Edisi Revisi, New Haven&London: Yale University 
Press,1971, hlm 38-39. Lihat juga dalam Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, 
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012, hlm 50.  
24 Hamzah Halim dkk. Op.Cit., hlm 17  
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1) Asas tujuan yang jelas 
2) Asas perlunya pengaturan 
3) Asas organ/lembaga yang tepat 
4) Asas materi muatan yang tepa 
5) Asas dapatnya dilaksanakan;dan  
6) Asas dapatnya dikenali.  
b. Asas-asas materiil dengan perincian: 
1) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara 
2) Asas sesuai dengan hukum dasar negara 
3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan  
4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem 
konstitusi. 
3. Jenis dan Hirarki Pembentukan Peraturan Daerah 
           Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Jenis dan 
Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:  
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
d. Peraturan Pemerintah 
e. Peraturan Presiden 
f. Peraturan Daerah Provinsi 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
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           Proses atau tata cara pembentukan suatu peraturan perundang-undangan 
daerah adalah suatu tahap kegiatan yang dilaksanakan secara 
berkesinambungan untuk membentuk peraturan daerah. Proses ini diawali dari 
terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap 
suatu permasalahan, yang dilanjutkan dengan kegiatan perancangan dan 
penyusunan rancangan peraturan daerah baik oleh DPRD maupun Kepala 
Daerah. Kemudia dilanjutkan dengan kegiatan pembahasan untuk mendapatkan 
persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, sampai pada tahap 
akhir, yaitu pengesahan dan pengundangan terhadap rancangan peraturan 
daerah tersebut25 sehingga bisa berlaku sebagai peraturan daerah sebagai suatu 
regulasi yang digunakan dalam pedoman peraturan di daerah tersebut. 
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.  
           Dasar hukum pembentukan peraturan daerah adalah (1) Undang Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(pasal 236 s/d pasal 257) serta (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 
         Peraturan Daerah26 adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-
undang. Pada pokoknya, kewenangannya mengatur bersumber dari 
kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, 
dalam hal-hal tertentu peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal 
                                                          
25 Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: Kanisius, 2008, hlm 10.  




yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh 
undang-undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan 
otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang Undang Dasar 
Republik Indonesia  Tahun 1945.  
          Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah wajib 
membentuk peraturan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, peraturan 
daerah dalam hal ini dibentuk oleh DPRD bersama dengan persetujuan kepala 
daerah. Peraturan daerah memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi 
daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
          Selain itu, materi muatan peraturan daerah dapat berupa materi muatan 
lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas 
pembentukan dan materi muatan peraturan daerah berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang 
dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan peraturan daerah mencakup 
tahapan sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan):  
a. Perencanaan  
        Pada tahap perencanaan, dilakukan dalam suatu Program pembentukan 
peraturan daerah (Propemperda) dalam rangka penyusunan peraturan 
perundang-undangan secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu.  
Tahap Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan 
dalam Propemperda Provinsi/Kabupaten/Kota yang disusun oleh Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah 
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Propemperda ini ditetapkan untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan 
Peraturan Daerah. Propemperda memuat program pembentukan Peraturan 
Daerah dengan Judul Rancangan Peraturan Daerah, serta materi yang diatur 
dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang 
meliputi :  
1) Latar belakang dan tujuan penyusunan 
2) Sasaran yang ingin diwujudkan 
3) Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur 
4) Jangkauan dan arah pengaturan. 
b. Penyusunan  
         Penyusunan merupakan teknik atau cara-cara untuk membentuk 
peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 
64 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah dilakukan sesuai 
dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.   
          Tahap Penyusunan Propemperda Provinsi/Kabupaten/Kota antara 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui alat 
kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang khusus menangani 
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bidang legislasi. Hasil dari Propemperda Provinsi/Kabupaten/Kota 
ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
c. Pembahasan  
         Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD 
bersama dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. 
Adapun dalam hal pembahasan dilakukan melalui tingkat-tingkat 
pembicaraan. 
          Tahap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/ 
Kota dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/ 
Kota bersama Gubernur/Bupati/Walikota dan dilaksanakan melalui tingkat-
tingkat pembicaraan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi 
dan rapat paripurna. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 
yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan oleh 
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 
kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah lalu disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 
d. Pengesahan atau penetapan  
         Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada kepala daerah untuk ditetapkan 
menjadi Peraturan Daerah (Perda).  
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         Pada tahap ini dilakukan pembubuhan tanda tangan dalam Rancangan 
Peraturan Derah Provinsi/Kabupaten/Kota ini oleh Gubernur/Bupati/ 
Walikota dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
Rancangan Peraturan Daerah ini disetujui bersama oleh 46 Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur/Bupati/Walikota. Sehingga 
Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah. 
e. Pengundangan  
         Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah. Dimana 
pengundangan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan daerah 
mulai berlaku dan mempunyai kekuatan yang mengikat sejak tanggal 
diundangkan. Peraturan Daerah yang telah disahkan wajib diundangkan 
dalam Lembaran Daerah dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada Asas 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi: 
1) asas kejelasan tujuan 
2) asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 
3) asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan 
4) asas dapat dilaksanakan 
5) asas kedayagunaan dan kehasilgunaan 
6) asas kejelasan rumusan 
7) asas keterbukaan.  
Sedangkan materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan 
asas-asas sebagai berikut:  
1) asas pengayoman 
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2) asas kemanusiaan 
3) asas kebangsaan 
4) asas kekeluargaan 
5) asas kenusantaraan 
6) asas Bhineka Tunggal Ika 
7) asas keadilan 
8) asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 
9) asas ketertiban dan kepastian hukum; 
10) asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.  
4. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah  
Dalam Pembentukan Peraturan Daerah paling sedikit harus memuat 3 (tiga) 
landasan yaitu: 
a. Landasan Filosofis 
          Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan 
pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana 
kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila 
dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
b. Landasan Sosiologis 
          Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis 
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sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam 
masyarakat. 
c. Landasan Yuridis  
          Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 
permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 
mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang 
akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 
masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan 
dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan 
Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, 
peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau 
tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang 
sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak 
memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Mengingat 
Peraturan Daerah adalah merupakan produk politis maka kebijakan daerah 
yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi Peraturan Daerah. 
Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak 
menimbulkan gejolak dalam masyarakat.  
 
B. Tinjauan Umum Pajak  
1. Definisi Pajak 
            Pajak merupakan perikatan oleh wajib pajak dengan Negara tanpa 
tegenprestasi secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya 
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dapat dipaksakan. Pajak merupakan perikatan yang lahir dari Undang-Undang 
yang bernuansa publik sehingga bersifat memaksa. Pajak berada dalam 
pengawasan pejabat pajak sebagai pihak yang mewakili Negara dan tidak ada 
tegenprestasi secara langsung kepada wajib pajak. Sifat yang dimiliki oleh 
pajak adalah bersifat memaksa dan terjelma dari aspek penagihannya dengan 
ancaman hukuman berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.271 Dalam 
arti luas pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, 
termasuk bea materai, bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh 
pemerintah daerah, berdasarkan Perauturan Perundang-Undangan Perpajakan. 
Sementara itu, pajak dalam arti sempit adalah pajak yang dipungut oleh 
pemerintah pusat (tanpa bea materai, bea masuk dan cukai) dan pajak yang 
dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan 
perpajakan di bidang pajak daerah.28  
           Dalam beberapa literature ditemukan beberapa definisi pajak menurut 
pendapat para sarjana antara lain :  
a. Soemohamidjojo mengatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau 
barang yang dipunguut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, 
guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai 
kesejahteraan umum.29  
b. Rachmat Soemitro mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) 
berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 
                                                          
          27 Saidi M. Djafar, 2010,Op.Cit. hlm. 30 
28 Ibid, hlm. 23 
29 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2005, hlm. 144 
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mendapat jasa timbal balik (tegen pretatie) yang langsung dapat ditunjukan 
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan digunakan 
sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di 
luar bidang keuangan.30  
c. P.J.A Adriani mengatakan paajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat 
dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut 
peraturan-peraturan dengan tidak ada prestasi kembali yang pengeluaran-
pengeluaran umum berhubung degan tugas Negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan.31  
           Secara normatif pengertian pajak dapat dilihat pada kententuan Pasal 1 
Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan, disebutkan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada 
Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk mencapai 
kemakmuran”. Dari beberapa pengertian pajak diatas lebih banyak bercorak 
ekonomis, artinya adanya peralihan kekayaan dan biaya atau pengeluaran 
Negara untuk penyelenggaraan kepentingan umum (masyarakat). Pajak bila 
dilihat dari segi hukum merupakan perikatan yang timbul karena Undang-
Undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang telah 
ditentukan oleh Undang-Undang, untuk membayar sejumlah uang kepada 
                                                          
30 Rochmat Soemitro,  Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Bandung: Eresco, 
2007, hlm. 22 
31 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 23 
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Negara (Kas Negara) yang pelaksanaannya dapat dipaksakan, tanpa 
mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk yang 
digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran Negara dan yang 
digunakan sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan Negara atau 
pemerintah diluar bidang keuangan. 
2. Pengertian Pajak Daerah 
           Jenis instrument keuangan daerah sebagai penerimaan daerah, antara 
lain adalah pajak daerah dan retribui daerah. Dilihat dari segi sifatnya, maka 
pajak daerah dan retribusi daerah termasuk dalam katagori sumber keuangan 
daerah yang bersifat konvensional. Pajak daerah merupakan instrument 
keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak Negara. Penerimaan 
pajak digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan perkotaan yang 
memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang biasa disebut juga sebagai 
public goods.  
          Penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai satu dari tiga 
pengeluaran di bawah ini, yaitu :  
a.  Untuk membiayai investasi total (pay as you go) 
b.  Untuk membiayai pembayaran hutang (pay as you use); dan  
c. Menambah dana cadangan yang dapat digunakan untuk investasi di masa 
depan.32  
        Bagi pemerintah daerah, penerimaan pajak yang terpenting dan dominan 
adalah yang bersumber dari pajak bangunan, pajak hiburan/tontonan, dan pajak 
reklame. Selain itu, pajak bumi dan bangunan yang pada dasarnya merupakan 
                                                          
32 Adrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm.8 
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penerimaan bagi hasil dari pemerintah pusat kepada pemerinah daerah, dapat 
dianggap sebagai sumber penerimaan pajak yang utama bagi daerah. Beberapa 
pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak daerah antara lain :  
a. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang 
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan  
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 
b. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa,, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, 
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 
c. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak 
daerah. 
d. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 
perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut pajak tertentu.  
Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu : 
a. Pajak Provinsi, terdiri dari :  
1) Pajak Kendaraan bermotor dan Kendaraan di atas Air  
2) Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air  
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor   
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4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan 
b. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari :  
1) Pajak Hotel 
2) Pajak restoran 
3) Pajak Hiburan 
4) Pajak Reklame 
5) Pajak Penerangan jalan 
6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C  
7) Pajak Parkir 
8) Pajak lain-lain.33 
           Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 menyebutkan Pajak 
Daerah selanjutnya disebut dengan Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan 
oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang 
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.  
          Penggolongan pajak daerah yang terdiri dari pajak provinsi dan pajak 
kabupaten/kota sudah bersifat final sesuai dengan Undang-Undang Pajak 
daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut tidak 
memperbolehkan daerah memungut pajak selain jenis pajak daerah yang 
telah ditentukan. Namun jika daerah mengupayakan pajak yang tidak sesuai 
atau tidak dikenal dalam UndangUndang tersebut berarti daerah melakukan 
perbuatan hukum yang tidak sah dan peraturan daerah yang dibuat batal 
demi hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 
Angka 10 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah 
“kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh seorang pribadi atau 
                                                          
33 Mardiasmo, Op.Cit , hlm.12 
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badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  
         Dengan demikian, kebijakan intensifikasi pajak selalu berada dalam 
kontrol publik, tanpa imbalan secara langsung yang seimbang yang dapat 
dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, yang digunkan 
untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 
3. Sistem Pemungutan Pajak  
Sistem pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu  
a. Official Assessment System 
        Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak 
untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) 
oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat bersifat pasif dan menuunggu 
dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak 
seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak. 
b. Semi self  
        Semi Self system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak 
seseorang yang terutang. Pada sistem ini setiap awal tahun pajak wajib 
pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun 
berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor 
sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya 




c. Self assessment system  
          Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang 
pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut 
campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali 
wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku. 
d.  Withholding system  
           Withholding system  adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut 
besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut 
selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini 
fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja 
pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.34  
         Pemungutan pajak hendaknya tidak menimbulkan perlawanan atau 
hambatan dalam pemungutannya, dengan syarat sebagai berikut :  
a. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan dalam 
perundangundangan dan adil dalam pelaksanannya. Adil dalam perundang-
undangan seperti mengenakan pajak secara umum dan merata. Adil dalam 
pelaksanaannya dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk 
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 
banding kepada Majelis Pertimbangaan Pajak. 
                                                          
34 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2001, Opcit, hlm. 19-20 
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b. Pemungutan pajak di Indonesia harus berdasarkaan Peraturan Perundang-
undangan. 
c. Pemungutan pajak di Indonesia harus memenuhi syarat ekonomis, artinya 
tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan 
sehingga tidak berdampak pada kelesuan perekonomian masyrakat.  
d. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat efesien sehingga biaya 
pemungutannya lebih rendah dari hasil pemunguutannya. 
e. Mendorong masyarakat dalam memudahkan memenuhi kewajiban 
perpajakannya harus menggunakan sistem pemngutan pajak yang 
sederhana. 
4. Prinsip-Prinsip Umum Pajak Daerah  
         Ada beberapa prinsip umum dalam pajak dan prinsip-prinsip tersebut 
juga dapat diterapkan dalam sistem pemungutan pajak daerah, yaitu : 
a. Prinsip Keadilan (Equity) Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya 
keseimbangan berdasarkan kemampuan-kemampuan masing-masing 
subyek pajak. Yang di maksud dengan keseimbangan atas kemampuan 
subek pajak adalah hendaknya dalam pemungutan pajak tidak ada 
diskriminatif diantara sesame wajib pajak yang memiliki kemampuan yang 
sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap sesama subyek pajak 
harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam 
prinsip equity ini setiap masyrakat yang dengan kemampuan yang sama 
harus dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan 




b.  Prinsip Kepastian (Certainty)  
         Dalam prinsip ini ditekankan pentiingnya kepastian, baik bagi petugas 
pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat. Kepastian pajak 
antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai 
subyek pajak, kepastian mengenai objek pajak, dan kepastaian menganai 
tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang 
untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajibannya membayar paja, 
karena segala sesuatunya sudah diatur secara jelas. 
c. Prinsip Kemudahan (Convenience)  
          Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat 
bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelaksanaan 
pemungutan pajak sebaiknya pada saat wajib pajak meneriman penghasilan 
dan penghasilan yang diterima harus diatas kebutuhan pokok untuk hidup. 
d. Prinsip Efisiensi (Efficiency)  
          Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak. 
Artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak 
tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini 
terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak sebaiknya memperhatikan 
mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-
besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya. Prinsip-prinsip tersebut diatas 
harus tergambar dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah dan 
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retribus daerah sehigga pemungutannya dapat dilakukan secara efektif dan 
efesien.35 
5. Fungsi Pajak  
       Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 3 yaitu fungsi anggaran (fungsi 
budgter), fungsi mengatur (fungsi regulerend), dan fungsi investasi. 
a. Fungsi anggaran (budgeter) terjadi apabila Negara masih mengandalkan 
pungutan pajak sebagai sumber pendapatan atau penerimaan yang 
digunakan untuk mengisi kas Negara atau fisikal untuk menutupi anggaran 
belanja pemerintah. Fungsi pajak ini sudah terjadi sejak abad lampau. 
Perbedaannya zaman lampau pajak semata-mata dipandang sebagai alat 
pengisi kas Negara tanpa memandang apakah pajak itu adil atau tidak bagi 
masyarakat.36 
b. Fungsi mengatur (regulerend) sejarah perkembangan pajak pada abad k-19 
telah mengenal fungsi regulerend atau mengatur adalah fungsi pajak yang 
tidak dimiliki oleh fungsi retribusi. Berdasarkan fungsi ini pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah dapat mengatur kehidupan masyarakat untuk 
membentuk kemakmuran masyarakat melalui pajak.37 
          Pajak di samping digunakan untuk mengisi kas Negara atau tujuan 
fisikal, pajak harus pula dapat meratakan pendapatan nasional, dan 
menjaga keamanan Negara. Dalam fungsi mengatur ini ada kalanya 
pemerintah melakukan pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi atau 
sama sekali dengan tarif nol persen. Pemerintah menggunakan pajak 
                                                          
35  Komang Agus Budiyasa, 2014, Aspek Hukum Pemungutan Pajak Hotel Dengan Sistem 
Online Pada Pemerintah Kota Denpasar, Tesis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014, hlm. 54 
36 Chidir Ali, 1993, Hukum Pajak Elementer, PT. Eresco, Bandung, hlm. 134 
37 Bohari, 2012, Op.Cit, hlm. 135 
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sebagai alat untuk mencapai tujuan baik dalam bidang politik, ekonomi, 
kultural dan sosial. 
c. Fungsi Investasi yang terdapat dalam pajak karena wajib pajak telah 
menyisihkan sebagian penghasilan atau kekayaannya untuk kepentingan 
Negara maupun daerah. Sebenarnya pajak yang dinayar merupakan peran 
serta wajib pajak menanamkan modal agar dapat mengurangi dan bahkan 
memberantas kemiskinan. Hal ini tidak dikenal dalam retribusi karena 
wajib retribusi membayar retribusi ketika telah menikmati pelayanan yang 
diberikan oleh pemerintah daerah. 
 
C. Tinjauan Umum Negara Kesejahteraan 
1. Teori Welfare State  
        Negara Kesejahteraan, Welfare State bertujuan mewujudkan kesejahteraan 
umum. Negara adalah alat yang dibentuk rakyatnya untuk mencapai tujuan 
bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial. Menurut Kranenburg teori 
Welfare State bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga 
aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteran pun meliputi 
berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu 
disebut secara plural yaitu tujuan-tujuan negara Selain itu menurutnya bahwa 
upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara 
merata, seimbang.38 
                                                          
38 Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. Ilmu Negara Umum. Cetakan Kesebelas. Jakarta: 
Pradnya Paramita, 2006, hlm 65 
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          Peran negara tidak bisa dipisahkan dengan Welfare State karena negara 
yang berperan dalam mengelola perekonomian yang yang di dalamnya 
mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan 
kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu. Welfare State tidak menolak 
keberadaan sistem ekonomi pasar kapitalis tetapi meyakini bahwa ada elemen-
elemen dalam tatanan masyarakat yang lebih penting dari tujuan-tujuan pasar 
dan hanya dapat dicapai dengan mengendalikan dan membatasi bekerjanya 
mekanisme pasar tersebut.  
           Negara dapat tergolong sebagai Welfare State dapat diamati melalui 
beberapa karakter umum tertentu yaitu, lebih dari setengah pengeluaran negara 
tersebut ditujukan untuk kebijakan sosial atau tanggung jawab untuk 
penyediaan kesejahteraan yang komprehensif dan universal bagi warganya, 
adanya komitmen jangka panjang yang dibuat dimana memiliki seperangkat 
program pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan untuk 
menghadapi kemungkinan yang akan dihadapi dalam modernitas, 
individualisasi, dan masyarakat yang terindustrialisasi selanjutnya, negara 
menjadi negara yang tanpa kehilangan posisi pemegang tanggung jawab 
utamanya, mampu mengkombinasikan tenaga dari berbagai pihak sebagai 
organisasi sosial, pihak independen, voluntary dalam menyediakan 
perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat.39 
          Welfare State dimulai dari model pembangunan dapat digolongkan 
menjadi dua yang saling bertentangan yaitu demokrasi sosial klasik dengan ciri 
                                                          
39 Collin Hay, The State Theory and Issues, New York : Palgreve Macmillan, Chapter 
Intrudusing, 2006, hlm 65 
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besarnya keterlibatan negara di dalam kehidupan sosial dan ekonomi, dominasi 
negara terhadap civil society, kolektivitas, terbatasnya peran pasar, 
pemaksimalan pemberdayaan Sumber Daya Manusia, egalitarianisme yang 
kuat, negara kesejahteraan yang aktif secara luas melindungi rakyatnya, dan 
Internasionalis medan neoliberalisme. Melihat neo liberalisme dengan ciri 
minimnya peran negara, civil society yang berkembang fundamentalisme pasar 
bebas, individualisme, negara kesejahteraan hanya sebagai jaring pengaman 
namun kesamaan keduanya sama-sama memiliki rendahnya kesadaran 
terhadap kekuasaan lingkungan dan pandangan linier terhadap modernisasi.40     
           Dilema dari kedua model ini yaitu, munculnnya globalisasi yang 
merupakan rentangan proses yang kompleks yang digerakkan oleh berbagai 
pengaruh politis dan ekonomi dengan masalah ketergantungan menyangkut 
transformasi waktu dan ruang dalam kehidupan. Selanjutnya individualisme 
sikap hidup yang menjauh dari pola komunalisme dan merupaskan ancaman 
bagi solidaritas dan mengenai pelaku politik utama dan peran merupakan suatu 
permasalahan yang juga sulit untuk dipecahkan dalam hal ini peran 
pemerintah, partai-partai politik, dan pelaku politik lain (NGO) di dalam era 
globalisasi sekarang, tentu harus mengalami perkembangan. Terakhir isu 
perusakan lingkungan merupakan isu yang tidak diperhatikan oleh sosial klasik 
maupun neoliberal dalam melaksanakan pembangunan. Konsep pembangunan 
yang berwawaskan lingkungan menjadi perdebatan. Oleh karenanya Giddens 
mengemukakan jalan alternatif dari lima dilema dengan mempertahankan inti 
keperdulian pada keadilan sosial dan sekaligus mengakui bahwa rentang 
                                                          
40 Giddens Anthony, The Third Way, Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 1999, hlm.67 
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masalah yang lepas dari sekedar perbedaan antara justru lebih luas dari 
sebelumnya. Politik “jalan ketiga” juga bermakna mencari hubungan baru 
antara sosial klasik dan neoliberalis. Jalan ketiga juga tidak dapat ditafsirkan 
sebagai sekedar pilihan antara sosialisme atau kapitalisme, antara intervensi 
negara atau pasar bebas, namun merupakan jalan keluar untuk menemukan 
alternatif di dalam menghadapi dilema yang ada dengan nilai-nilai persamaan, 
perlindungan terhadap yang lemah kebebasan sebagai otonomi, tidak ada 
individualisme di dalam komunitas, terciptanya civil society, pluralitas 
kosmopolitan dan konservatisme filosofis.  
2. Konsep Walfare State Indonesia  
a. Negara dalam Walfare State  
            Negara terbentuk atas proses pemenuhan unsur kepada pemenuhan 
unsur lainya. Penyempurnaan unsur negara ini menyebabkan kapasitasnya 
sebagai etentitas politik yang memiliki subyek hukum. Proses terjadinya 
negara secara primer maupun sekunder berhubungan erat dengan syarat-
syarat adanya penduduk, wilayah dan pemerintah sebagai unsur pokok yang 
harus dipenuhi untuk eksistensi keberadaanya.41 
                Unsur Sekunder pengakuan atas adanya negara oleh internasional. 
Melihat teori negara didalam negara kesejahteraan bahwa Indonesia, dalam 
konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan 
sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang 
ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. 
                                                          
41 Hendra Nurtjahjo, Ilmu Negara Republik Indonesia(pengembangan teori bernegara dan 
suplemen), Jakata: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2004, hlm 32 
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Sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kondisi sejahtera, istilah 
„kesejahteraan‟ sejatinya tidak perlu pakai kata „sosial‟ lagi, karena sudah 
jelas menunjuk pada sektor atau bidang yang termasuk dalam wilayah 
pembangunan sosial. 42 
b. Walfare state dalam kaitannya kebijakan sosial (social policy) 
               Walfare state sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social 
policy) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya 
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui 
perlindungan sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik 
berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman 
sosial (social safety nets). Negara Indonesia seringkali disebut sebagai 
negara yang mengusung gagasan Negara kesejahteraan (walfare State) hal 
ini karena di dalam pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 
1945 terdapat salah satu tujuan negara yang mengekspresikan gagasan 
Negara kesejahteraan itu. Gagasan Negara kesejahteraan sebagai sebuah 
konsep, bukan terlahir dari sebuah ihtiar pendek. Ditilik dari perspektif 
sejarah, Walfare State hadir dalam bayang-bayang pergumulan dua ideologi 
ekstrim yakni, individualisme dan kolektivisme. Dalam perkembangan 
selanjutnya gagasan Negara kesejahteraan berkembang menjadi beberapa 
konsep dengan menampilkan beberapa varian.43  
               Meskipun konsep negara kesejahteraan tidak tercantum secara 
normatif (tegas) dalam Undang Undang Dasar 1945, bukan berarti dapat 
                                                          
42 Edi Suharto, Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, Jakarta DeptSos. 2006, hlm.42 
43Tavip Muhammad, Skripsi Dinamika Negara Kesejahteraan Indonesia Dalam 
UndangUndang Dasar 1945: Malang: Pasca Sarjana Hukum, Universitas Brawijaya, 2013 
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disimpulkan bahwa Indonesia bukan sebagai negara yang mengusung 
konsep negara kesejahteraan. Ditinjau dari sejarah mencatat bahwa pada 
tanggal 1 Maret 1945, Pemerintah Jepang meresmikan terbentuknya Badan 
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 
Tugas badan ini adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting 
yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan dan 
lain-lainnya, yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia 
merdeka. Dengan tercetusnya Pancasila sebagai dasar negara itulah yang 



















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Pajak Daerah dalam Perspektif Prinsip Negara Kesejahteraan. 
1. Deskripsi Singkat Kota Tegal  
a. Letak Geografis 
          Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu 
dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas 
kecamatan dan kecamatan itu dibagi atas kelurahan dan/atau desa.    
          Kota Tegal merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, 
terletak 165 km sebelah barat Kota Semarang atau 329 km sebelah timur 
Jakarta. Kota Tegal terletak di antara 109°08‟ - 109°10‟ Bujur Timur dan 
6°50‟ - 6°53‟ Lintang selatan, dengan wilayah seluas 39,68 Km² atau 
kurang lebih 3.968 Hektar.    
           Kota yang berada di wilayah Pantura, dari 49 peta orientasi Provinsi 
Jawa Tengah berada di Wilayah Barat, dengan bentang terjauh utara ke 
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selatan 6,7 km dan barat ke timur 9,7 km.    
           Dilihat dari letak geografis, posisi kota Tegal sangat strategis sebagai 
penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di wilayah 
Pantura yaitu dari barat ke timur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya) 
dengan wilayah tengah dan selatan Pulau Jawa (Jakarta-Tegal-Purwokerto 
Yogyakarta-Surabaya) dan sebaliknya.    
      Secara administratif pemerintahan Kota Tegal terdiri atas 4 (empat) 
Kecamatan yaitu : 
1) Kecamatan Margadana 
2) Kecamatan Tegal Barat 
3) Kecamatan Tegal Timur dan  
4) Kecamatan Tegal Selatan. 
Kota Tegal terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) kelurahan yaitu  
1) Kelurahan Sumurpanggang 
2) Kelurahan Margadana 
3) Kelurahan Krandon 
4) Kelurahan Kalinyamat Kulon 
5) Kelurahan Cabawan 
6) Kelurahan Kaligangsa 
7) Kelurahan Pesurungan Lor 
8) Kelurahan Tegalsari 
9) Kelurahan Kraton 
10) Kelurahan Kemandungan 
11) Kelurahan Debong Lor 
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12) Kelurahan Muarareja 
13) Kelurahan Pesurungan Kidul 
14) Kelurahan Pekauman 
15) Kelurahan Randugunting 
16) Kelurahan Debong Tengah 
17) Kelurahan Debong Kulon 
18) Kelurahan Keturen 
19) Kelurahan Tunon 
20) Kelurahan Kalinyamat Wetan 
21) Kelurahan Bandung 
22) Kelurahan Debong Kidul 
23) Kelurahan Mintaragen 
24) Kelurahan Panggung 
25) Kelurahan Mangkukusuman 
26) Kelurahan Kejambon dan  
27) Kelurahan Slerok  
          Kota Tegal terdiri atas 159 RW dan 1.071 RT. Jumlah penduduk Kota 
Tegal hingga saat ini sebesar 300.067 jiwa. Kota Tegal dipimpin oleh 
seorang Plt. Walikota yang dijabat oleh Drs. HM. Nursholeh M., MPd. 
Berdasarkan jumlah penduduk di Kota Tegal maka kursi yang diperebutkan 
pada pemilihan umum tahun 2009 sejumlah 25 kursi dan pemilihan umum 
tahun 2014 sejumlah 30 kursi. 




Visi Kota Tegal adalah “Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan 
Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”. 
2) Misi 
Misi Kota Tegal adalah sebagai berikut: 
a) Mengoptimalkan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
tatakelola 
b) Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) 
serta Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN); 
c) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas; 
d) Berbudi Pekerti Luhur dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
e) Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis 
keunggulan potensi lokal; 
f) Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan 
untuk pembangunan berkelanjutan; 
g) Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban 
masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi 
masyarakat.  
         Diharapkan dengan visi dan misi tersebut, maka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah Kota Tegal dapat berjalan sebagaimana yang telah 
dicantumkan dan diamanatkan di dalamnya. 
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal  Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah. 
          Dalam penelitian ini, pelaksanaan peraturan daerah yang dimaksudkan 
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adalah  berfokus pada pajak daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Tegal 
sebelum perubahan dan setelah perubahan peraturan daerah tersebut. Dengan 
perkataan lain seberapa besar konstribusi pajak daerah terhadap pendapatan 
asli daerah Kota Tegal. 
a. Ketentuan Perubahan 
          Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli 
Daerah yang memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan 
kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum. Bahwa pajak merupakan salah 
satu sumber pendapatan asli daerah yang dipergunakan untuk pembangunan. 
Pajak Hiburan sebagai salah satu jenis pajak daerah harus dikelola dan 
dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
            Ditetapkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-
IX/2011 yang membatalkan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu 
bahwa “golf” bukan merupakan salah satu objek Pajak Hiburan, serta 
dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata maka perlu menghapus 
ketentuan Objek Pajak Hiburan yang meliputi diskotik, karaoke, klub 
malam dan sejenisnya serta panti pijat sehingga Peraturan Daerah Kota 
Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan 
kembali.  
            Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dinamika 
pembangunan di Kota Tegal perlu penyesuaian regulasi mengenai Pajak 
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Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah 
Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan 
perubahan.  Adapun beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal 
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal 
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7), 
diubah sebagai berikut: 
1) Ketentuan Pasal 19 Ayat 2 huruf e dihapus, huruf g dan huruf i diubah, 
sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 19 (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan 
dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a) tontonan film; 
b) pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; 
c) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; 
d) pameran yang bersifat komersial; 
e) dihapus; 
f) sirkus, akrobat dan sulap; 
g) permainan bilyar dan boling; 
h) pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; 
i) refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); 
j) pertandingan olah raga.  
        Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha 
pelestarian kesenian dan budaya tradisional daerah dan pagelaran 
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kesenian yang bernuansa keagamaan (religius).  
2) Ketentuan Pasal 22 huruf e dihapus dan huruf g serta huruf i diubah, 
sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 22 Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut: 
a) tontonan film sebesar 25% (dua puluh lima persen); 
b) pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20% (dua 
puluh persen)  
c) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh 
lima persen); 
d) pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen); 
e) dihapus;  
f) sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30% (tiga puluh persen);  
g) permainan bilyar dan boling sebesar 30% (tiga puluh persen);  
h) pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 
30% (tiga puluh persen);  
i) refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 
35% (tiga puluh lima persen);  
j) pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen).  
3) Diantara Bab XII dan Bab XIII disisipkan 1 Bab baru yakni Bab XII A. 
Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak yang berbunyi sebagai berikut:  
BAB XIIA Pendaftaran Dan Pendataan Wajib Pajak  
Pasal 64 A  
a) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau objek 
pajak sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) dengan 
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menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah kepada 
pejabat. 
b) Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak 
tanggal diambil atau dikirim.  
c) Bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya ditetapkan 
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau Nomor Objek Pajak  
d) Bagi Wajib Pajak yang tidak mengirimkan Surat Pemberitahuan 
Objek Pajak Daerah maka akan ditetapkan Nomor Pokok Wajib 
Pajak Daerah dan / atau Nomor Objek Pajak secara jabatan.  
e) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPOPD akan diatur dengan 
Peraturan Wali Kota.  
f) Diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 65 disisipkan 1 ayat 
baru, yaitu ayat (2A), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 65  
(1) Setiap Wajib Pajak yang membayar sendiri pajak terutang, wajib 
mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah dengan jelas, 
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau 
kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan. 
(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel atau tanda 
tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan 
hukum yang sama. (2A) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi secara 
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manual atau on line menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Daerah (e-SPTPD).  
(3)  Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima 
belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.  
(4)  Apabila batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Daerah jatuh pada hari libur, maka Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Daerah disampaikan pada hari kerja berikutnya.  
(5) Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah tidak 
disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dapat diterbitkan Surat Teguran. (6) Bentuk, isi dan tata cara 
pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah diatur dengan 
Peraturan Wali Kota. 
(5) Diantara ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 2 Pasal baru, 
yaitu Pasal 65A dan Pasal 65B yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 
65A (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 atau 
mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah 
selama 3 (tiga) bulan dilakukan penutupan sementara, penyegelan, 
dan atau pembekuan izin. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
penutupan sementara, penyegelan, dan atau pembekuan izin diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. Pasal 65B (1) Dalam 
rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, Wali Kota 
berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha 
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yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang 
dimiliki Objek Pajak Daerah secara online. (2) Pelaporan data 
transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data 
transaksi usaha Wajib Pajak terhadap Pajak yang dibayar sendiri. (3) 
Pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan oleh Objek Pajak Darah dengan menggunakan alat atau 
sistem perekam data transaksi usaha. (4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak diatur dalam 
Peraturan Wali Kota  
(6) Diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 70 disisipkan 1 ayat 
baru, yaitu Ayat (3A) sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 70  
(1) Wali Kota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) 
bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang oleh wajib pajak. 
 (2) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan 
Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 
Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus 
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dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak 
tanggal diterbitkan. 
 (3) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan 
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan. (3A) Pembayaran dan penyetoran pajak yang 
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di 
loket pembayaran atau bank yang ditunjuk oleh Wali Kota. (4) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 
penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan 
pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.  
(7) Diantara Bab XXVIII dan Bab XXIX disisipkan 1 Bab baru yakni 
Bab XXVIIIA Ketentuan Peralihan yang berbunyi sebagai berikut:  
     Bab XXVIIIA Ketentuan Peralihan Pasal 91A. Pasal 91A Pada saat 
Peraturan Daerah ini berlaku, kewajiban Pajak untuk Diskotik, 
Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya serta Panti Pijat tetap ada 
sampai dengan berakhirnya masa izin.  
(8) Ketentuan Pasal 92 dihapus  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 





b. Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak 
Daerah. 
Tabel 3.1. 
Realisasi Pendapatan Khususnya Yang Terkait Penerimaan Pajak Daerah 
Konstribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal 
(Sebelum Perubahan Perda Pajak Daerah) 
 




2019 Naik/Turun % 
1. Pendapatan 1.044.527.704 1.011.437.022 -33.090.682 -3,27 
1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 305.384.446 311.668.654 6.284.208 2,02 
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 74.656.813 76.550.464 1.893.651 2,47 
1.1.2 Pendapatan Retribusi  Daerah  20.803.309 22.235.785 1.432.476 6,44 
1.1.3 Pend Hsl Pengel Kkayn D Yg Dipisah  3.530.831 3.747.587 216.756 5,78 
1.1.4 Lain-lain PAD Sah 206.493.493 209.134.818 2.641.325 1,26 
Sumber : Pemerintah Kota Tegal 2020 
          Berdasarkan Tabel 3.1. di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan atau 
Penerimaan Daerah Kota Tegal pada tahun 2018 dan Tahun 2019 khususnya 
yang diperoleh dari Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi 
Daerah dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
1) Pendapatan atau penerimaan dari sektor pajak Daerah pada tahun 2018 
diperoleh sebesar Rp. 74.656.813.000 (tujuh puluh empat milyar enam 
ratus lima puluh enam juta, delapan ratus tiga belas ribu rupiah). 
Mengalami peningkatan pada tahun 2019 yakni sebesar Rp. 
76.550.464.000 (tujuh puluh enam milyar lima ratus lima puluh juta, 
empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).  Jumlah peningkatan 
penerimaan dari sektor pajak daerah adalah sebesar Rp. 1.893.651.000 
(satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta, enam ratus lima puluh satu 
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ribu rupiah). Dalam persentase peningkatan tersebut sebesar 2,47% (dua koma 
empat puluh tujuh persen). 
2) Pendapatan atau penerimaan dari sektor retribusi Daerah pada tahun 2018 
diperoleh sebesar Rp. 20.803.309.000 (dua puluh milyar, delapan ratus tiga 
juta, tiga ratus Sembilan ribu rupiah). Mengalami peningkatan pada tahun 2019 
yakni sebesar Rp. 22.235.785.000 (dua puluh dua milyar, dua ratus tiga puluh 
lima juta, tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).  Jumlah peningkatan 
penerimaan dari sektor retribusi daerah adalah sebesar Rp. 1.432.476.000 (satu 
milyar empat ratus tiga puluh dua juta, empat ratus tujuh puluh enam ribu 
rupiah). Dalam persentase peningkatan tersebut sebesar 6,44% (enam koma 
empat puluh empat persen). 
c. Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sesudah Perubahan Peraturan 
Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah. 
        Dalam penelitian ini, secara yuridis Peraturan Daerah Kota Tegal 
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah berlaku mulai Maret 2019, pada 
saat pula terjadi pergantian kepemimpinan Wali Kota Tegal yang 
sebelumnya dipimpin oleh Bapak Nur Sholeh saat itu beralih ke Bapak 
H.Dedy Yon Supriyono, yang telah dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah 
pada bulan Maret 2019 di Semarang. 
         Pengaruh perubahan kepemimpinan Walikota-Wakil Walikota Periode 
2019-2024 salah satunya terhadap esensi laporan pertanggung jawaban 
anggaran, pendapatan dan belanja daerah kota Tegal yang esensinya 
dideskripsikan bahwa  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal, 
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pada Senin (29/06/2020) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal ke-19 
dengan agenda Penyampaian Pengantar Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2019 sesuai amanat 
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 
Ayat (1), menyebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan setelah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir. “Tujuannya guna mendapatkan persetujuan dan 
pengesahan serta ditetapkan sebagai Peraturan Daerah”. 
          Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal telah melalui 
proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah 
yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pemeriksaan pendahuluan 
dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 25 Februari 
2020. Sementara tahap kedua, pemeriksaan dilakukan secara daring pada 
tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 5 Mei 2020.  
         “Pemeriksaan terinci tahun Anggaran 2020 berbeda dengan tahun-
tahun sebelumnya, Hal ini karena adanya pandemic virus Covid-19 yang 
sudah masuk ke wilayah Provinsi Jawa Tengah, sehingga dengan adanya hal 
ini maka dilakukan pembatasan aktivitas perkantoran. Oleh sebab itu, BPK 
melakukan pemeriksaan terinci secara daring,” Pemeriksaan yang telah 
dilakukan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal 
tahun anggaran 2019, telah disampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) 
disertai dengan opini yang diserahkan oleh BPK kepada Pemkot Tegal dan 
Ketua DPRD Kota Tegal pada bulan Mei 2019. Opini BPK, terhadap 
laporan Keuangan Pemkot Tegal menyajikan secara wajar dalam semua hal 
yang material atau “Wajar Tanpa Pengecualian” atau disingkat WTP, posisi 
keuangan Pemkot Tegal tanggal 31 Desember 2019. Realisasi anggaran 
perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan 
ekuitas untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut. Dengan mendapatkan 
WTP, sesuai dengan standar akuntasi pemerintah atas pemberian opini WTP 
tersebut di atas maka Kota Tegal berhak mendapatkan Dana Insentif Daerah 
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(DID) dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 14/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.44 
        Dalam kontek Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal, 
Setiap daerah memiliki sumber daya tersendiri yang bisa mereka pakai guna 
menghasilkan pendapatan (income) untuk menjalankan roda 
perekonomiannya. Dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada 
pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan 
potensi sebagai perwujudan desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah 
diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai 
sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah 
dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai  dengan 
kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana 
dari pemerintah Pusat (subsidi).  
          Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 
sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 
menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 
mewujudan asas desentralisasi ( Undang Undang  Nomor 33 Tahun 2004).  
        Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang memiliki 
peranan yang sangat penting dalam peningkatan kemampuan keuangan 
                                                          
        44Tribunjateng.Com, Tegal - Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, menyampaikan Rancangan 
Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 




daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan 
pelayanan umum. sehingga perlu dilakukan upaya-upaya optimalisasi 
penerimaan pajak melalui sistem pemungutan yang sederhana dan efisien 
sehingga dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan 
pembayaran pajak.  
        Dalam rangka optimalisasi dan transparansi untuk meningkatkan 
pendapatan daerah secara akuntabel, serta guna tercapainya penerimaan 
pajak daerah secara maksimal, Badan Keuangan Daerah Kota Tegal 
melakukan pemasangan alat perekam transaksi usaha. Perekaman data 
transaksi usaha tersebut dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen 
Data Transaksi usaha Wajib Pajak Secara Online yang diatur dalam 
Peraturan Walikota Tegal Nomor 17.C Tahun 2017 tentang Sistem 
Informasi Manajemen Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara 
Online.  
         Perekaman data transaksi yang dimaksud adalah keseluruhan data 
transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah yaitu data 
transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan 
oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak. Data transaksi pembayaran yang 
seharusnya dibayar meliputi pembayaran dengan dasar pengenaan pajak 
sebesar harga berlaku. Pemasangan tersebut difokuskan untuk pajak hotel, 
pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir.  
         Melalui alat perekam tersebut pembayaran dan pembukuan serta 
tanggungan pajak akan termonitor dengan baik dan laporan atau data dari 
alat tersebut juga akan langsung terkirim ke Badan Keuangan Daerah Kota 
59 
 
Tegal (online). Tujuan pemasangan alat perekam transaksi pembayaran 
tersebut adalah: 
1) Mewujudkan penyelenggara administrasi perpajakan yang efektif dan 
efisien. 
2) Meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah sehingga penerimaan 
dari sektor pajak daerah dapat ditingkatkan. 
3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak 
daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah. 
4) Memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan 
pelaporan pajak daerah. 
        Selama tahun 2017-2019, Badan Keuangan Daerah Kota Tegal telah 
terealisasi pengadaan alat perekam transaksi pembayaran sebanyak 69 
(enam puluh sembilan) unit. Kesemuanya telah dipasang pada mesin kas 
register untuk wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak 
parkir. Namun demikian, sebanyak 3 (tiga) unit alat yang telah terpasang 
kondisinya rusak dan dikembalikan ke Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, 
sehingga jumlah alat yang telah terpasang dan berfungsi dengan baik 
sebanyak 66 (enam puluh enam) unit.  
 
B. Kendala-kendala Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 
Tahun 2019 tentang tentang Pajak Daerah dalam Perspektif Prinsip Negara 
Kesejahteraan. 
1. Kendala dan Upaya Mengatasi Pemungutan Pajak di Kota Tegal 
a. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tegal 
60 
 
          Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Pajak Daerah 
antara lain faktor kendala teknis dalam bentuk kesiapan (Kuantitatif / 
Kualitatif) para Fiskus, dokumentasi tentang Subjek dan Obyek Pajak, 
sarana dan prasarana pendukung, persoalan internal obyek pajak (kesadaran, 
kesiapan waktu yang tepat).   
         Diketahui bahwa terdapat persoalan potensial mengenai sanksi, 
penyesuaian tarif dan kinerja aparat birokrasi yang lemah serta masih 
kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya 
disebabkan karena faktor pemahaman terhadap pajak dan kemudian juga 
disebabkan karena faktor Kultur masyarakat selatan yang cenderung dengan 
karakter cukup keras.  
b. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kota Tegal Akibat Pandemi Covid-19 
dalam hal ini oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
(PPKA) Kota Tegal dari Pajak Daerah antara lain : 
1) Kendala yang dihadapi di dalam Pajak Hotel akibat Pandemi Covid-19 
dan Krisis ekonomi global, menyebabkan terjadinya beberapa Hotel 
meliburkan sementara para pegawainya. Faktor keamanan, masih belum 
lengkapnya sarana dan prasarana pendukung. Masih minimnya promosi 
dan pemasaran terhadap objek-objek pariwisata. 
2) Kendala dalam Pajak Restoran, terjadi penurunan pengunjung restoran 
akibat Pandemi Covid-19 sehingga terjadi pula penurunan dalam 
penerimaan pajak restoran 
3) Kendala yang dihadapi di dalam perolehan Pajak Hiburan, terjadi 
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penurunan pengunjung hiburan akibat Pandemi Covid-19 sehingga 
terjadi pula penurunan dalam penerimaan pajak hiburan. 
4) Kendala yang dihadapi di dalam perolehan Pajak Reklame akibat 
Pandemi Covid-19 sehingga terjadi pula penurunan dalam penerimaan 
pajak reklame. 
d. Upaya Pemerintah Kota Tegal dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Tentang Pajak Daerah dalam intensifikasi pajak antara lain : 
1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memberikan informasi yang 
seluas-luasnya kepada masyarakat melalui sosialisasi dan berbagai media 
antara lain spanduk, dan papan himbauan serta siaran radio. 
2) Mengupayakan peningkatan kompetensi SDM aparatur. 
3) Melakukan pendataan secara berkelanjutan 
4) Memelihara base data Pajak Daerah 
5) Melakukan monitoring dan pengawasan serta penagihan kepada wajib 
pajak baik pajak Daerah maupun Retribusi Daerah serta PBB. 
6) Mengupayakan adanya penegakan hukum yang tegas. 
7) Memantapkan koordinasi dan konsultasi baik sesama unit kerja 
perangkat daerah maupun dengan Pemerintah Provinsi. 
8) Mengupayakan pemenuhan sarana mobilitas. 
9) Mengupayakan revisi/perubahan terhadap perangkat hukum yang 
melandasi berbagai pungutan daerah yang telah ada dan mengupayakan 
adanya pungutan daerah yang baru. 
C. Pembahasan 
           Tahun 2019 adalah tahun kelima dari rencana pembangunan lima tahunan 
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yang telah ditetapkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2014 - 2019 yang merupakan kesinambungan 
upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan oleh 
seluruh komponen masyarakat Kota Tegal dengan memanfaatkan berbagai 
sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan 
tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara 
berkelanjutan.  
             Kebijakan Pembangunan Kota Tegal tahun 2019 tidak terlepas dari 
capaian target kinerja RPJMD Tahun 2014-2019 yaitu prioritas kebijakan 
pembangunan difokuskan pada aspek : Pemantapan Perwujudan Masyarakat yang 
Sejahtera dan Bertartabat dengan penekanan kebijakan pada : 
1. Peningkatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran merata pada 
seluruh wilayah 
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi unggulan untuk 
rekayasa teknologi dengan fokus perhatian pada koperasi dan UMKM; 
3. Pemantapan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan 
prasarana yang memadai untuk menjamin keberlangsungan pelayanan prima 
kepada masyarakat; 
4. Pemantapan kualitas infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan 
5. Pemantapan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana mendukung 
terwujudnya lingkungan hidup lestari 
6. Pemantapan derajat kerukunan masyarakat dan memberikan penghargaan 
tinggi pada budaya lokal serta tercapainya kondisivitas wilayah 
7. Peningkatan ketersediaan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam 
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rangka memenuhi ketentuan perundangan, Pemerintah Kota Tegal telah 
menyusun rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2019 sebagai perwujudan dari 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan dalam 
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Tegal. 
            Relevansinya dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 
Tahun 2019 tentang tentang Pajak Daerah, maka secara khusus untuk Pendapatan 
Daerah direncanakan terjadi kenaikan sebesar 3,49 % (tiga, empat Sembilan 
persen). Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2019 sebelum perubahan 
sebesar Rp.1.043.670.057.000,- (satu trilyun, empat puluh tiga milyar, enam ratus 
tujuh puluh juta, lima puluh tujuh ribu rupiah) direncanakan menjadi sebesar 
Rp.1.080.141.230.000,- (satu trilyun, delapan puluh milyar, seratus empat puluh 
satu juta, dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terjadi kenaikan sebesar 
Rp.36.471.173.000,- (tiga puluh enam milyar, empatratus tujuh puluh satu juta, 
seratus tujuhpuluh tiga ribu rupiah) atau 3,49% (tiga, empat sembilan persen). 
Kenaikan pendapatan asli daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
sebelum perubahan Rp.297.677.322.000,- (dua ratus sembilanpuluh tujuh milyar, 
enamratus tujuh puluh tujuh juta, tigaratus duapuluh dua ribu rupiah) 
direncanakan menjadi sebesar Rp.305.107.626.000,- (tiga ratus lima milyar, 
seratus tujuh juta, enamratus duapuluh enam ribu rupiah) sehingga terjadi 
kenaikan sebesar Rp.7.430.304.000,- (tujuh milyar, empatratus tiga puluh juta, 
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tigaratus empat ribu rupiah) atau 2,50% (dua, lima puluh persen).  
          Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal 
tahun anggaran 2019 diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dibagi dalam 
jumlah alokasi anggaran untuk urusan wajib pelayanan dasar sebesar 
Rp.817.435.427.000,- (delapan ratus tujuh belas milyar, empatratus tigapuluh lima 
juta, empatratus duapuluh tujuh ribu rupiah) jumlah alokasi anggaran untuk 
urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar Rp.151.010.003.000,- (seratus lima 
puluh satu milyar, sepuluh juta, tiga ribu rupiah) jumlah alokasi anggaran untuk 
urusan pilihan sebesar Rp.39.939.536.000,- (tiga puluh sembilan milyar, 
sembilanratus tigapuluh sembilan juta, limaratus tigapuluh enam ribu rupiah) dan 
jumlah alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan fungsi penunjang sebesar 
Rp.225.332.838.000,- (dua ratus dua puluh lima milyar, tiga ratus tiga puluh dua 
juta, delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) 
          Dalam pembahasan Raperda kota Tegal tentang perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kota Tegal tahun anggaran 2019 dapat berjalan 
lancar sesuai mekanisme dan waktu yang telah disepakati bersama dengan 














1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak 
Daerah dalam perspektif prinsip negara kesejahteraan. 
          Pendapatan atau penerimaan dari sektor pajak Daerah pada tahun 2018 
diperoleh sebesar Rp. 74.656.813.000 (tujuh puluh empat milyar enam ratus 
lima puluh enam juta, delapan ratus tiga belas ribu rupiah). Mengalami 
peningkatan pada tahun 2019 yakni sebesar Rp. 76.550.464.000 (tujuh puluh 
enam milyar lima ratus lima puluh juta, empat ratus enam puluh empat ribu 
rupiah).  Jumlah peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah adalah 
sebesar Rp. 1.893.651.000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta, 
enam ratus lima puluh satu ribu rupiah). Dalam persentase peningkatan 
tersebut sebesar 2,47% (dua koma empat puluh tujuh persen). 
2. Kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 
tentang tentang Pajak Daerah dalam perspektif prinsip negara kesejahteraan 
antara lain faktor kendala teknis dalam bentuk kesiapan para Fiskus, 
dokumentasi tentang Subjek dan Obyek Pajak, sarana dan prasarana 
pendukung, persoalan internal obyek pajak (kesadaran, kesiapan waktu yang 
tepat).  Upaya Pemerintah Kota Tegal dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Tentang Pajak Daerah dalam intensifikasi pajak  meningkatkan kesadaran 
wajib pajak dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada 
masyarakat melalui sosialisasi dan berbagai media antara lain spanduk, dan 65 
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1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
tentang Pajak Daerah dalam kontek kebijakan peningkatan fiskal di Kota Tegal 
harus dilakukan secara komprehensif dengan melakukan pengkajian tentang 
penggalian sumber potensi keuangan secara lebih optimal melalui intensifikasi 
maupun ekstensifikasi. 
2. Kebijakan fiskal yang ada masih sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku, namun perkembangan masyarakat secara ekonomi dapat dijadikan 
landasan untuk meninjau apakah dasar pengenaan dan besaran tarif retribusi 
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